KEPUTUSAN  GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 551.2/09599

TENTANG

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA TENGAH TANGGAL 24 SEPTEMBER 1983

NO. 551.2/299/1983 TENTANG PENGELOLAAN TERMINAL

ANGKUTAN JALAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang
: a.  bahwa    terminal merupakan salah satu sarana yang sangat penting bagi pengaturan dan pengawasan arus lalu lintas angkutan jalan raya, disamping berfungsi sebagai tempat berpangkat dan pemberangkatan kendaraan bermotor umm, serta memuat dan menurunkan penumpang dan/atau barang;

b. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 September 1983 No. 551.2/229/1983, tentang Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, ternyata masih terdapat kekurangan-kekurangan sehingga perlu disempurnakan.

Mengingat
:   1.   Undang-undang No.  5  Tahun  1974  tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;

2. Undang-undang No. 10 Tahun 1950 tentang pembentukan propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang lalu lintas Angkutan Jalan Raya;

4. Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan Tahun 1936 beserta semua perubahannya;

5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan lalu Lintas Kepada Daerah Tingkat I;

6. Surat Keputusan Bersama menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 April 1976 No. 169/L/Phb-76 tentang Pengelolaan Terminal Angku-

81 Tahun 1976

tan Jalan Raya.

7. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Tanggal 10 Agustus 1977 No. KM.26/HK.205/ Phb. 77 tentang Terminal dan Retri-

    271 Tahun  1977

busi Terminal.

8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Maret 1980 No. 974.551-059 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Umum Non Bis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:   

Pertama

:   Menyempurnakan Lampiran Keputusan gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 September 1983 No. 551.2/299/1983 tentang pengelolaan Terminal Angkutan Jalan Raya di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sehingga menjadi sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

:   Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Tengah untuk melaksanakan pengelolaan Terminal Angkutan Jalan Raya di Daerah masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut dalam Lampiran keputusan ni, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 September 1983 No. 551.2/299/1983 tentang pengelolaan terminal Angkutan Jalan Raya di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ketiga

:   Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI
: SEMARANG

PADA TANGGAL
: 2 April 1984

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

ttd

ISMAIL

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

2. Menteri Perhubungan di Jakarta;

3. Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban di Jakarta;

4. Dirjen PUOD Pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

5. Dirjen SOSPOL pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

6. Dirjen Perhubungan Darat pada Departemen Perhubungan di Jakarta.

7. Wakil Gubernur Kdh Tk. I Jawa Tengah di Semarang.

8. Pimpinan DPRD Propinsi Dati I Jawa Tengah di Semarang;

9. Semua Anggota Muspida Tk. I Jawa Tengah di Semarang.

10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi  Dati I Jateng di Semarang.

11. Ketua BAPPEDA Propinsi  Dati I Jateng di Semarang.

12. Ka. Kantor Wilayah VII Ditjen Perhubungan Darat di Jakarta.

13. Semua Assisten SEKWILDA Tingkat. I Jeteng di Semarang.

14. Semua Bupati/Walikotamadya KDH. Tk. I se Jateng;

15. Semua Pembantu Gubernur  se Jateng.

16. Semua Kepala Biro dilingkungan SETWILDA Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.

17. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.

18. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah  di Semarang.

19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah  di Semarang;

20. Ketua DPD ORGANDA Jawa Tengah di Semarang.

21. Ketua DPD SBAJR Jawa Tengah di Semarang;

22. Pertinggal.

LAMPIRAN :   Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

Tanggal
: 2 April 1984

Nomor
: 551.2/09599

PEDOMAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN JALAN RAYA

DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

a. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Tengah;

b. Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (DLLAJR);

c. Cabang (DLLAJR)  adalah Cabang (DLLAJR) Propinsi Daerah Tingkat II yang bersangkutan;

d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (DIPENDA) yang bersangkutan;

e. Kendaraan bermotor umumadalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran;

f. Terminal Angkutan Jalan Raya adalah prasarana untuk kepentingan Angkutan Jalan Raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan, berpangkal kendaraan bermotor umum serta memuat dan menurunkan orang atau barang yang selanjutna disebut Terminal.

BAB II

 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Tugas Pokok Terminal adalah:

a. Sebagai tempat/fasilitas untuk mengadakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan arus lalu lintas angkutan kendaraan bermotor dalam rangka menunjang kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas Angkutan Jalan Raya pada umumnya.

b. Mengadakan pengawasan terhadap setiap kendaraan bermotor dalam hal kelengkapan persyaratan dan perlengkapan/peralatan yang harus ada pada setiap kendaraan

Pasal 3

(1) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Terminal mempunyai fungsi:

a. Pengaturan kedatangan, pemberangkatan dan berpangkal kendaraan bermotor, serta memuat dan menurunkan orang atau barang;

b. Tempat untuk mengadakan pengaturan, epgnawasandan sistem perijinan ataupun arus angkutan penumpang dan barang;

c. Pelaksanaan pungutan retribusi terminal dan penyelenggaraan administrasi pengelolaan terminal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Sebagai tempat untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kelaikan kendaraan di Terminal.

(2) Terminal dipimpin oleh seorang Kepala Terminal yang berada dibawah dan bertanggung jawab operasional kepada Kepala Cabang DLLAJR dan secara administrasi kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB III

ORGANISASI PENGELOLAAN TERMINAL

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Pengelolaan Terminal terdiri dari:

a. Kepala Terminal;

b. Wakil Kepala Terminal;

c. Sub Bagian Umum;

d. Seksi Operasional;

e. Seksi Keamanan;

f. Seksi Pendapatan.

(2) Sub  Bagian dan seksi-seksi tersebut dalam ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala  yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala terminal.

Pasal 5

(1) Kepala Terminal mempunyai tugas:

a. Memimpin dan menyelenggarakan semua kegiatan teknis operasional administrasi dan keamanan serta ketertiban terminal.

b. Mempersiapkan bahan untuk menyusun rencana anggaran pengelolaan Terminal.

c. Memberikan saran dan pertimbangan serta informasi mengenai situasi pendapatan di lingkungan Terminal kepada Kepala DIPENDA Tingkat II yang bersangkutan.

d. Menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi-instansi baik swasta maupun Pemerintah yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

e. Mengadakan pengelolaan personil, materiel dan keuangan Terminal;

f. Membina dan memelihara secara terus-menerus kemampuan dan prestasi para pegawai/karyawan di terminal.

g. Memberikan laporan berkala kepada Cabang DLLAJR.

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang DLLAJR dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

(2) Wakil Kepala Terminal mempunyai tugas:

a. Mewakili Kepala Terminal dan memimpin Terminal, apabilake Terminal berhalangan.

b. Membantu tugas-tugas Kepala Terminal;

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Terminal.

Pasal 6

Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

a. Mengerjakan administrasi Kepegawaian, surat-menyurat, inventaris Kantor, bangunan dan perlengkapan serta mengajukan data dan sebagainya yang menyangkut kegiatan terminal.

b. Mengusahakan kelengkapan kerja operasional baik berupa pengeras suara, alat pemadam kebakaran, obat-obatan, blanko formulir maupun alat-alat;

c. Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Terminal;

d. Melaksanakan administrasi keuangan Terminal;

e. Memberikan informasi kepada masyarakat serta melayani para penumpang.

f. Menyelenggarakan usaha kebersihan dan pemeliharaan Terminal;

g.  Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala terminal.

Pasal 7

Seksi Pengaturan dan Pengawasan mempunyai tugas-tugas:

a. Menyelenggarakan administrasi bagi perusahaan otobis/kendaraan bermotor umum yang menggunakan fasilitas Terminal;

b. Mengatur parkir;

c. Mengadakan pencatatan terhadap kendaraan yang keluar masuk Terminal;

d. Membantu pelaksanaan pungutan retribusi Terminal;

e. Memeriksa kondisi kendaraan sebelum meninggalkan terminal;

f. Memeriksa jumlah penumpang yang naik turun dari kendaraan;

g. Memeriksa surat-surat yang wajib dibawa oleh awak kendaraan;

h. Mengambil tindakan setiap pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Memberangkatkan otobis sesuai dengan jam perjalan yang tercantum dalam Kartu Jam Perjalanan yang dimiliki oleh kendaraan tersebut;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Terminal.

Pasal 8

Seksi keamanan mempunyai tugas:

a. Menjaga terjaminnya ketertiban dan keamanan di Terminal;

b. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi penegak hukum yang bersangkutan dalam rangka pemeliharaan ketertiban dan keamanan di Terminal.

c. Menyelenggarakan pembinaan personil secara kontinue gna peningkatan kemampuan dan ketrampilan dalam rangka melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban di Terminal.

Pasal 9

Seksi Pendapatan mempunyai tugas:

a. Melaksanakan pungutan retribusi dan pendapatan lain-lain dalam terminal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Melaksanakan administrasi pungutan retribusi Terminal dan pendapatan lain-lainnya;

c. Mengerjakan administrasi penggunaan kupon retribusi Terminal;

d. Mengadakan pemeriksaan secara berkala jumlah kendaraan yang masuk terminal dan jumlah pungutan TPR;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Terminal.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

Kepala Terminal dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala DLLAJR dan Bupati Walikotamadya  Kepala Daerah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Wakil Kepala dan para Kepala Seksi pada Terminal wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkornisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 12

(1) Setiap pimpinan Sub Bagian dan Seksi dalam lingkungan terminal bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Setiap Sub Bagian dan Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Terminal.

Pasal 13

Bagan Organisasi terminal angkutan jalan raya dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Personil Pengelolaan Terminal dimaksud dalam pasal 4, terdiri dari pegawai DLLAJR dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Tingkat II yang bersangakutan.

Pasal 15

(1) Kepala Terminal dijabat oleh Pegawai DLLAJR yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Kepala DLLAJR.

(2) Wakil Kepala, Kepala Sub bagian Umum, Kepala Seksi Keamanan dan  Kepala Seksi Pendapatan, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat yang bersangkutan.

(3) Kepala Seksi pengaturan dan Pengawasan dijabat oleh Pegawai DLLAJR yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala DLLAJR atas usul Kepala Cabang DLLAJR yang bersangkutan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Semua pembiayaan dalam rangka pengelolaan Terminal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala DLLAJR.
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